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 PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

  NOMOR   16    TAHUN 2004

     TENTANG

      RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING
DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
:
a.
bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup sarana, prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu perlu pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa kesehatan;
b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih dititik  beratkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan        bersama - sama antara Pemerintah  dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dengan Peraturan Daerah.

Mengingat   
:
1.
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992    tentang    Kesehatan     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undan-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara   Barat  ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor4118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi sebagai   Daerah Otonom  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi  Perangkat  Daerah    Kota        Bima    ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5).

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2003);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN 

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.  Daerah ialah Daerah  Kota Bima;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala  Daerah adalah Walikota Bima;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima;

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima;

8. Pejabat adalah Pegawai  yang diberi tugas tertentu yang  mengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; 

9. Retribusi Jasa Umum adalah  Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;

10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah  biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan kesehatan, obat- obatan, akomodasi, dan pemeriksaan laboraturium;

12. Wajib Retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi;

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;

14. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;   

15. Puskesmas Keliling adalah Tim Pelayanan Keliling yang terdiri dari tenaga Medik / Paramedik dari Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat / perahu dan tenaga dari Puskesmas;

16. Laboraturium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan eksperimen;

17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian / cacat;

19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan tinggal di ruang Rawat Inap;

20. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis

21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan;

22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;

23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;

24. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi, serta rehabilitasi lainnya;

25. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi,dan konsultasi lainnya;

26. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan;

27. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besarnya tarif;

28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;

29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;

30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling atas pemakaian sarana, fasilitas , bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,  dan rehabilitasi;

31. Tempat tidur  adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang inap;

32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya  jumlah Retribusi yang terutang;

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal  2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi pelayanan kesehatan  di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

Pasal  3

(1) Obyek retribusi meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

(2) Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan di  Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta Puskesmas Keliling.       

(3) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan wajib retribusi;
BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan pada retribusi jasa umum. 

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN DAN PRINSIP

PENETAPAN   RETRIBUSI

       Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan  dan lamanya penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dan Puskesmas Keliling.

Pasal 6

Prinsip penetapan retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat  dan aspek keadilan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

    Bagian pertama

Jenis pelayanan  dan besarnya tarif 

retribusi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

Paragraf I

Jenis Pelayanan

Pasal 7

(1) Pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan tarif dikelompokan ke dalam pelayanan :

a. Rawat jalan

b. Rawat inap

c. Rawat darurat

(2) Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling  sebagaimana dimaksudkan ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

a. Pemeriksaan penunjang diagnosik

b. Tindakan medik terapi

c. Rehabilitasi medik

d. Pelayanan medis gizi

e. Pelayanan kebidanan dan ginekologa

f. Perawatan Jenazah

g. Pelayanan ambulance dan mobil Jenazah

h. Pelayanan konsultasi khusus

i. Pelayanan kesehatan lain-lain.

(3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam satu kelompok pelayanan akan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan dan aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Kelas Perawatan

Pasal 8

Kelas perawatan dan kapasitas tempat tidur di Puskesmas. Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas utama ( VIP ) dengan isi 0-3 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan.

b. Kelas I dengan isi 10 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan.

c. Kelas II dengan isi 10 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan.

d. Kelas IIIA dengan isi 60 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan.

e. Kelas IIIB dengan isi 20 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan.

f. I C U dengan isi 0-2 % dari tempat tidur yang disediakan.

g. Ruang perawatan bayi.

Pasal 9

Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c adalah pemeriksaan laboraturium.

Pasal 10

Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d adalah penyelenggaraan tindakan dalam bentuk :

a. Persalinan.

b. Tindakan medik kecil.

c. Perawatan / penambalan gigi.

d. Visum et repertum.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf e, diwajibkan kepada setiap calon pengantin agar mendapatkan keturunan yang sehat dan sebagai perlindungan terhadap calon pengantin.

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan fisik dan rohani secara umum disertai dengan pemberian imunisasi tetanus toksoid 1 dan tetanus toksoid 2 bagi calon pengantin wanita.

(3) Calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk calon pengantin yang salah satu atau keduanya anggota ABRI, karena telah diatur secara khusus.

(4) Prosedur pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 12

(1) Kewajiban calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) adalah untuk perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan atau oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilampirkan pada surat keterangan untuk melangsungkan perkawinan.

(3) Surat keterangan pemeriksaan keterangan calon pengantin berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

(4) Bentuk dan ukuran surat keterangan pemeriksaan keterangan calon pengantin ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan  meliputi :

a. Upaya pokok Puskesmas.

b. Pelayanan Transfusi Darah.

c. Pelayanan pemeriksaan / pengujian kesehatan.

d. Pelayanan rujukan dengan Kendaraan Puskesmas Keliling.

e. Pelayanan barang farmasi.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2

Besarnya Tarif

Pasal 15

(1) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(2) 50 % ( lima puluh perseratus ) dari seluruh penerimaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dari biaya pelayanan baik dari jasa medik maupun jasa pelayanan akan diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

(3) Tata cara pemberian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas diatur dengan keputusan Walikota.

(4) Tata cara penggunaan Biaya yang diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling sebagaimana  dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh  Dinas Kesehatan Kota Bima.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 16
Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di  wilayah Kota Bima.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN 

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 17
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

(3) Bentuk SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah  atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambat 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(4) Bentuk, isi kwalitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua Perseratus ) setiap bulan. Dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21
(1)  Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PENGURANGAN, PERINGANAN, DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22
(1) Terhadap subyek retribusi yang memperoleh pelayanan kesehatan dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan retribusi;

(2) Keringanan dan atau pembebasan retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan terhadap :

a. Penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan surat tidak mampu dari Kelurahan serta diperkuat oleh Camat yang bersangkutan dan berlaku untuk 3       ( tiga ) Bulan.

b. Pemilik Kartu Sehat.

c. Anggota Veteran Republik Indonesia dengan menunjukkan kartu anggota.

d. Orang Tahanan, narapidana, dan anak Negara dengan bukti surat keterangan dari Kepolisian, Jaksa, dan Kehakiman.

e. Anak yang diasuh oleh Panti Asuhan. 

(3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah  diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meminta keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan barang  bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang  bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah  menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah  diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 25
(1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab secara teknis operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah   ini.

(2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab sebagai koordinator atas pungutan retribusi dalam Peraturan  Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lama yang berlaku di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah  ini  pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

      Pasal  28

Peraturan Daerah   ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.
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LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004

 NOMOR    52   SERI
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA

NOMOR     TAHUN 2004

T E N T A N G

PRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya kesehatan, maka prasarana dan sarana kesehatanpun semakin canggih guna meningkatkan upaya pelayanan yang maksimal dan memadai kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal  1 s/d 33

:  cukup jelas

- 

W A L I K O T A   B I M A


KEPUTUSAN WALIKOTA  BIMA

      NOMOR          TAHUN 2004

     TENTANG

      RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING
DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
:
a.
bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup sarana, prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu perlu pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa kesehatan ;
b. 
bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih dititik  beratkan pada upaya penyembuhan penderita dan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan bersama - sama antara Pemerintah  dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan ;

a. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Ijin Usaha dan Ijin Praktek Dokter dengan Keputusan Walikota.

Mengingat   
:
1.
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang  Kesehatan              ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ) ;

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. 
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme   ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. 
Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara    Barat  ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi sebagai Daerah Otonom        ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah    ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2003 tentang  Pembentukan Organisasi  Perangkat Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5).

MEMUTUSKAN 

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING. 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.  
Daerah ialah Daerah  Kota Bima ;

2. 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. 
Kepala  Daerah adalah Walikota Bima ;

4. 
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima ;

5. 
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima ;

6. 
Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima ;

1. Pejabat adalah Pegawai  yang diberi tugas tertentu yang  mengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

2. Retribusi Jasa Umum adalah  Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;

3. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;

4. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah  biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan kesehatan, obat - obatan, akomodasi, dan pemeriksaan laboraturium ;

5. Wajib Retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang menurut Keputusan ini diwajibkan untuk membayar Retribusi ;

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;

7. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas ;   

8. Puskesmas Keliling adalah Tim Pelayanan Keliling yang terdiri dari tenaga Medik / Paramedik dari Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat / perahu dan tenaga dari Puskesmas ;

9. Laboraturium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan eksperimen ;

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;

11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian / cacat ;

12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan tinggal di ruang Rawat Inap ;

13. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;

14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan ;

15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;

16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi ;

17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi, serta rehabilitasi lainnya ;

18. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi,dan konsultasi lainnya ;

19. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan ;

20. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besarnya tarif ;

21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;

22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya ;

23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling atas pemakaian sarana, fasilitas , bahan, obat - obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,  dan rehabilitasi ;

24. Tempat tidur  adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang inap ;

25. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling ;

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan ;

29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal  2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan  di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal  3

(1)
Obyek Retribusi meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling ;

(2)
Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan di  Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta Puskesmas Keliling ;       

(3)
Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan wajib Retribusi ;
BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan pada Retribusi Jasa Umum. 

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN DAN PRINSIP

PENETAPAN   RETRIBUSI

       Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan  dan lamanya penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dan Puskesmas Keliling.

Pasal 6

Prinsip penetapan retribusi pelayanan Kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat  dan aspek keadilan.
BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

    Bagian pertama

Jenis Pelayanan  dan Besarnya Tarif 

Retribusi Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

Paragraf I

Jenis Pelayanan

Pasal 7

(1) Pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :

a. Rawat jalan

b. Rawat inap

c. Rawat darurat.

(2)
Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling  sebagaimana dimaksudkan ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

a. Pemeriksaan penunjang Diagnosik

b. Tindakan Medik Terapi

c. Rehabilitasi Medik

d. Pelayanan Medis Gizi

e. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologa

f. Perawatan Jenazah

g. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

h. Pelayanan Konsultasi Khusus

i. Pelayanan Kesehatan lain - lain.

(3)
Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam satu kelompok pelayanan akan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan dan aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Kelas Perawatan

Pasal 8

Kelas Perawatan dan kapasitas tempat tidur di Puskesmas. Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

a. 
Kelas Utama ( VIP ) dengan isi 0-3 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

b. Kelas I dengan isi 10 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

c. Kelas II dengan isi 10 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

d. Kelas IIIA dengan isi 60 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

a. Kelas IIIB dengan isi 20 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan

b. I C U dengan isi 0-2 % dari tempat tidur yang disediakan

c. Ruang Perawatan Bayi.

Pasal 9

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c adalah Pemeriksaan Laboraturium.

Pasal 10

Tindakan Medik dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d adalah penyelenggaraan tindakan dalam bentuk :

a. Persalinan

b. Tindakan medik kecil

c. Perawatan / penambalan gigi

d. Visum et repertum.

Pasal 11

(1)
Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf e, diwajibkan kepada setiap calon pengantin agar mendapatkan keturunan yang sehat dan sebagai perlindungan terhadap calon pengantin ;

(2)
Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan fisik dan rohani secara umum disertai dengan pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid 1 dan Tetanus Toksoid 2 bagi Calon Pengantin Wanita ;

(3) Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Calon Pengantin yang salah satu atau keduanya anggota ABRI, karena telah diatur secara khusus ;

(4) Prosedur pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 12

(1) Kewajiban Calon Pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) adalah untuk perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

(2) Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilampirkan pada surat keterangan untuk melangsungkan perkawinan ;

(3) Surat Keterangan Pemeriksaan Keterangan Calon Pengantin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan ;

(4) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Pemeriksaan Keterangan Calon Pengantin ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan lain - lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi :

a. Upaya pokok Puskesmas

b. Pelayanan Transfusi Daerah

c. Pelayanan pemeriksaan / pengujian kesehatan

d. Pelayanan rujukan dengan Kendaraan Puskesmas Keliling

e. Pelayanan barang farmasi.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 3

Besarnya Tarif

Pasal 15

(1) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

(2) 50 % ( lima puluh persen ) dari seluruh penerimaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dari biaya pelayanan baik dari jasa medik maupun jasa pelayanan akan diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling ;

(3) Tata cara pemberian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas diatur dengan keputusan Walikota ;

(4) Tata cara penggunaan Biaya yang diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 16
Retribusi Pelayanan kesehatan dipungut di  Wilayah Kota Bima.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN 

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 17
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen sah lainnya yang dipersamakan ;

(3) Bentuk SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah  atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD ;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Kota selambat-lambat 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;

(2) Pembayara Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran ;

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;

(4) Bentuk, isi kwalitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua Persen ) setiap bulan. Dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21
(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

BAB X

PENGURANGAN, PERINGANAN, DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22
(1) Terhadap Subyek Retribusi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan retribusi ;

(2) Keringanan dan atau pembebasan retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan terhadap :

a. Penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan surat tidak mampu dari Kelurahan serta diperkuat oleh Camat yang bersangkutan dan berlaku untuk 3          (tiga ) Bulan

b. Pemilik Kartu Sehat

c. Anggota Veteran Republik Indonesia dengan menunjukkan kartu anggota

d. Orang Tahanan, narapidana, dan anak Negara dengan bukti surat keterangan dari Kepolisian, Jaksa, dan Kehakiman

e. Anak yang diasuh oleh Panti Asuhan. 

(3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah  diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan memilih keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang  bukti tersebut

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

j. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah  menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah  diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang ;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 25
(1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab secara teknis operasional terhadap pelaksanaan Keputusan ini ;

(2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab sebagai koordinator atas pungutan retribusi dalam Keputusan ini. 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dinyatakan tidak berlaku lagi.          

Pasal  27

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini  pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

      Pasal  28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.



D

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA

NOMOR     TAHUN 2004

T E N T A N G

PRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
III. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya kesehatan, maka prasarana dan sarana kesehatanpun semakin canggih guna meningkatkan upaya pelayanan yang maksimal dan memadai kepada masyarakat.

IV. PASAL DEMI PASAL

Pasal  1 s/d 33

:  cukup jelas

Ditetapkan di Raba – Bima


Pada tanggal  7 Juli     2004





                  WALIKOTA ,








 


M. NUR  A. LATIF








 Diundangkan di Raba – Bima 


 Pada Tanggal  7 Juli  2004





   SEKRETARIS DAERAH, 











             H. USMAN AK


          


      





  


    











      





  


    





Diundangkan di Raba – Bima


Pada Tanggal                2004


SEKRETARIS DAERAH 











H. USMAN AK





LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA     TAHUN  2004


NOMOR                  SERI   





Ditetapkan di 		Raba – Bima


Pada tanggal	                  2004





              WALIKOTA BIMA,








 


M. NUR  A. LATIF
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